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Kata Pengantar

Assalamu alaitkum Wr. Wh.

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama
Limboto telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Visi, Misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018 disusun
berdasarkan indikator kinerja perencanaan kinerja yang tertuang dalam
Rencana Strategis tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Laporan kinerja
Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018 diharapkan dapat digunakan
sebagai alat analisa terhadap pencapaian target yang telah direncanakan
dan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto telah melaksanakan
berbagai program kegiatan sebagaimana Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018
yang diterjemahkan kedalam kontrak kinerja Ketua Pengadilan Agama
Limboto yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan
Kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian KU
dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Dalam penyusunan Laporan Kenerja ini juga memerukan masukan data
dari bagian-bagian dalam baik bagian Kepaniteraan maupun bagian
kesekretariatan, yang diharapkan dapat menunjukan kinerja aparatur
Pengadilan Agama Limboto secara nyata sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang telah diberikan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat kepada semua
pihak yang terkait dan dengan tersusunya Laporan Kinerja ini, semoga
dapat digunakan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama
Limboto pada masa-masa yang akan datang.

Wassalam,

Limboto, 27 Februari 2019
Ketua Pengadilan Agama Limboto

/\v /
Drs. H.NAS

UDIN, SH
NIP. 196412311998031019



Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Agama Limboto telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis
yang akan dicapai dalam tahun 2018. Ke enam sasaran strategis tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja dan 19
target kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017
adalah 119,73 %. terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap
capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja 4 tahun
sebelumnya. Perincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap
sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1. : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
Target Realisasi Capaian

No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 100 100
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 97 89,19 91,95
waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara 50 -28,09 -56,18
4. Persentase perkarg yang tld.al.{ mengajukar.l 98 99,89 101,93
upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali
S. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 82 86,86 105,93
Agama
Rata-Rata Capaian Kinerja 68,726

Sasaran 2. : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh
. para pihak tepat waktu 100 100 100
2 Perssent.ase perkara yang diselesaikan melalui 90 1,82 2,02
mediasi
Persentase berkas perkara yang dimohonkan
3 banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat 100 100 100
waktu
Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
4 diakses secara online dalam waktu satu hari = iyl LY
kerja sejak diputus
Rata-Rata Capaian Kinerja 67,34
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan.
q ] Target Realisasi Capaian
No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 100 100
9 Persentase perl.iara yang diselesaikan di luar 100 100 100
gedung pengadilan
3 Persentase perkara permohonan (voluntair) 100 97,88 97,88

identitas hukum

i



Persentase pencari keadilan golongan tertentu
4 yang mendapat layanan bantuan hukum 100 100 100
(Posbakum)

Rata-Rata Capaian Kinerja 99,47

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (di eksekusi)
Rata-Rata Capaian Kinerja N/A
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) dari tahun ketahun semakin meningkat. Sebagai perwujudan upaya
penyelenggaraan good governance, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah
dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan
anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Laporan Kinerja (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan
sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015 2019. Tahun 2018 merupakan tahun ke empat periode
Renstra tersebut dengan menerapkan 4 Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Agama Limboto pada dasarnya mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan, tugas, dan wewenang Pengadilan Agama merujuk pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu (pasal 2).

b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat (1)).

c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 ayat (2)).

2. Tugas dan Wewenang
a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1) perkawinan;
2) waris;

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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3) wasiat;

4) hibah;
5) wakaf;
6) zakat;
7) infagq;

8) shadaqah; dan

9) ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006).

b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam
tingkat banding (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama)

c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal
52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

e. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006).

f. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
(Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

g. Ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya (Pasal 53
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

h. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI
Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan
finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka
penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung RI.

Dalam menunjang kelancaran roda organisasi yang berada dibawah Mahkamah
Agung RI, maka dikeluarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7
Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris
Pengadilan.
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Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Limboto terdiri dari:
Ketua

Wakil Ketua

Hakim Tingkat Pertama

Panitera

Sekretaris

Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Hukum

. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, oraganisasi dan tata laksana
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Panitera Pengganti

13. Jurusita

14. Jurusita Pengganti

CONoONRWN =

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Limboto :

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KETUA

Drs. H. NASRUDIN, S H.
196412311998031019

FAISAL SASTRA M. RIVAI, S.H.I, M.H. 3 L WAKIL KETUA Rusli, S.H.I.
198109192006041004 198103062007041001
SITRIVA DAUD, S.H.I, MH. FIRMAN, S.H.I
198104302006042001 198104142009041006
INDAH ABBAS, S.H.I. TEDDY LAHATI, S.H.I
198012032007042001 198405102011011011

PANITERA

DJAFAR MADJABI, S.Ag

196104051986031005 197009252000032003
[ T 1 1 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DJARNAWI H. DATAU, S.Ag SURATMAN NANG, S.H. Dra. SITI RAHMAH LIMONU FANDY LAHAY, S.E. IRVAN UMAR, S.Kom FAUZIAH AHMAD, S.Kom
197107031998031006 196711271992021001 196403031994032002 198509212011011015 197911252006041006 198302222009042007
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
SUHAENI PANIGORO, S.Ag SRI RAHMAWATY YUNUS, S.H. ABDULAH BAKARI ABDULLAH YUNUS POU ADRIYANTO SYAHRAIN Hj. ELCO KASIM
197703302006042019 198601302009042004 196402181993031001 198212052002121005 198110122003121002 196211171988022001
HARTATY NAPU, S.H., M.H. NURHAYATI HASAN, S.H.1 AGNES ZAKARIA, A.Md BUYUNG AGUSTIANTO H. KENTE YERNY BIAHIMO, S.E.
197910172006042014 197710101998032002 198808062011012014 198308202009121005 198305172009122007
ENDANG TALIB, S.H.I. DORKAS E. YUNGINGER, S.H.I ABDUL KADIR TULIYABU
198401012006042003 197307272006042001 197402172007011004
RATNA BUMULO, S.Ag LISNAWATY BANO, S H.I.
197301032006042013 198105202009042008
RONNY BAKARI
197204252006041003

Dra. Hj. NISWATY PULUHULAWA, S.H.

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

DORKAS E. YUNGINGER, S.H.I
197307272006042001

JURUSITA

ABDULAH BAKARI
196402181993031001

JURUSITA PENGGANTI

Hj. ELCO KASIM
196211171988022001

HARTATY NAPU, S.H., M.H. FAHMI ADAM ABDULAH YUNUS POU
197910172006042014 196704021987031004 198212052002121005
ENDANG TALIB, S.H.I. SUHAENI PANIGORO, 5.Ag RONNY BAKARI
198401012006042003 97703302006042019 197204252006041003
RATNA BUMULO, S.Ag ADRIYANTO SYAHRAIN
197301032006042013 198110122003121002

SRI RAHMAWATY YUNUS, S.H.
198601302009042004

NURHAYATI HASAN, S.H.I

YERNY BIAHIMO, S.E.
198305172009122007

AGNES ZAKARIA, A.Md

197710101998032002 198808062011012014
LISNAWATY BANO, S.H.L. ABDUL KADIR TULIYABU
198105202009042008 197402172007011004
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D.ISU STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi oleh Pengadilan Agama Limboto akan menimbulkan
kerugian yang besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada para
pencari keadilan (pengguna peradilan) dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Limboto memiliki isu
strategis sebagai berikut:

Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat miskin
Peningkatan pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan
Pengelolaan sistem informasi dan keterbukaan publik

Peningkatan sumber daya manusia

nhLN=

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) ini bertujuan
untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Limboto
selama tahun 2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja (perfofmance gap)
bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Limboto disusun sebagai berikut:

1. BablI : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
fungsi dan tugas pokok Pengadilan Agama, Struktur
Organisasi serta sistematika penyajian laporan. Pada bab
ini disajikan juga permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.

2. BabII : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan tentang
Visi Misi, Tujuan dan Saran Strategis, Perencanaan
Strategis, Perencanaan Kinerja tahun 2018 serta Penetapan
Kinerja 2018.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pencapaian
kinerja organisasi berupa perbandingan antara realisasi
dan target tahun 2018, perbandingan capaian dengan
tahun sebelumnya dan realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah,
dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi.

4. Bab IV :Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari
Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Limboto tahun
2018, mengemukakan hal-hal yang perlu
direkomendasikan untuk perbaikan kinerja di masa yang
akan datang.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem,
kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Limboto diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (2005 — 2025) dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 -
2019.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana
Pengadilan Agama Limboto akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya
secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan)
oleh masyarakat stakeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Agama Limboto mengacu pada visi Mahkamah Agung
adapun rumusan Visi Pengadilan Agama Limboto adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
di Lingkungan Pengadilan Agama Limboto”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Limboto menetapkan misi
yang sejalan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Misi:

1. Meningkatnya kepercayan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Limboto seperti
yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
organisasi.

Tujuan :
Tujuan yang akan capai Pengadilan Agama Limboto yaitu:
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1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi,

3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi
Pengadilan Agama Limboto, dirumuskan enam Sasaran Strategis yang
sama, yakni:

Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3

. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal maupun eksternal; dan
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

Tabel 2.1 :

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

£ & | ¥

teknologi informasi;

3. Terwujudnya

pelayanan prima bagi
masyarakat pencari
keadilan.

Visi : Misi : Tujuan : Sasaran :
Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Terwujudnya 1. Terwujudnya proses
Badan Peradilan kepercayan kepercayaan peradilan yang
Indonesia yang masyarakat masyarakat terhadap pasti, transparan,
Agung di terhadap sistem sistem peradilan dan akuntabel;
Lingkungan peradilan melalui proses . Peningkatan
Pengadilan Agama | 2. Mewujudkan peradilan yang pasti, efektifitas
Limboto pelayanan  prima transparan, dan pengelolaan
bagi masyarakat akuntabel; penyelesaian
pencari keadilan 2. Terwujudnya perkara;

3. Meningkatkan penyederhanaan . Meningkatnya akses
akses masyarakat proses penanganan peradilan bagi
terhadap keadilan perkara melalui masyarakat miskin

pemanfaatan dan terpinggirkan;

. Meningkatnya

kepatuhan terhadap
putusan Pengadilan;

. Terwujudnya

pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparat peradilan
secara optimal baik
internal maupun
eksternal; dan

. Meningkatnya

transparansi
pengelolaan SDM,
Keuangan, dan Aset.
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Pengadilan Agama Limboto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor :
W26-A2/1603/0T.01.2/XI1/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto
dapat dilihat sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Tabel 2.2 :
Indikator Kinerja Utama
PENANGGUNG | SUMBER
NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA JAWAB DATA
Terwujudnya . Persentase sisa Panitera Laporan
Proses Peradilan perkara yang Bulanan
yang Pasti, diselesaikan dan
Transparan dan Laporan
Akuntabel Tahunan
. Persentase perkara Panitera Laporan
yang diselesaikan Bulanan
tepat waktu dan
Laporan
Tahunan
. Persentase Panitera Laporan
penurunan sisa Bulanan
perkara. dan
Laporan
Tahunan
. Persentase perkara Panitera Laporan
yang Tidak Bulanan
Mengajukan Upaya dan
Hukum : Laporan
e Banding Tahunan
e Kasasi
o« PK
Index responden Panitera Laporan
pencari keadilan Semesteran
yang puas terhadap dan
layanan peradilan Laporan
Tahunan
Peningkatan . Persentase Isi Panitera Laporan
Efektivitas putusan yang Bulanan
Pengelolaan diterima oleh para dan
Penyelesaian pihak tepat waktu Laporan
Perkara Tahunan
. Persentase Perkara Panitera Laporan
yang Diselesaikan Bulanan
melalui Mediasi dan
Laporan
Tahunan
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PENANGGUNG | SUMBER
NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA JAWAB DATA
c. Persentase berkas Panitera Laporan
perkara yang Bulanan
dimohonkan dan
Banding, Kasasi dan Laporan
PK yang diajukan Tahunan
secara lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase putusan Panitera Laporan
yang menarik Bulanan
perhatian dan
masyarakat Laporan
(ekonomi syariah ) Tahunan
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus

3. | Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Panitera Laporan
Peradilan bagi Prodeo yang Bulanan
Masyarakat Miskin diselesaikan dan
dan Terpinggirkan Laporan

Tahunan
b. Persentase Perkara Panitera Laporan
yang diselesaikan di Bulanan
luar Gedung dan
Pengadilan Laporan
Tahunan
c. Persentase Perkara Panitera Laporan
Permohonan Bulanan
(Voluntair) Identitas dan
Hukum Laporan
Tahunan
d. Persentase Pencari Panitera Laporan
Keadilan Golongan Bulanan
Tertentu yang dan
Mendapat Layanan Laporan
Bantuan Hukum Tahunan
(Posbakum)

4. | Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan
Kepatuhan Perkara Perdata yang Bulanan
Terhadap Putusan | Ditindaklanjuti dan
Pengadilan (dieksekusi). Laporan

Tahunan
9
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C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2018

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2018 yaitu :

Tabel 2.3 :
Rencana Kinerja Tahun 2018
5 Indikator
N Sasarar.l Indikator Target Program Kegiatan Kinerja Target | Anggaran | Ket
o Strategis Sasaran Keoi
egiatan
1. | Terwujudnya | Persentase 100 % - - - - -
kepercayaan | sisa perkara
masyarakat | yang
terhadap diselesaikan
sistem Persentase 97 % - = - - -
peradilan perkara yang
melalui diselesaikan
proses tepat waktu
peradilan Persentase 50 % - - = - -
yang pasti, penurunan
transparan, sisa perkara
dan Persentase 98 % - - - - -
akuntabel perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
banding,
kasasi dan
peninjauan
kembali
Index 82 % = = = = =
responden
Pencari
keadilan yang
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(<)

Sasaran
Strategis

Indikator
Sasaran

Target

Program

Kegiatan

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Target

Anggaran

Ket

puas
terhadap
layanan
peradilan

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
pihak tepat
waktu

100 %

Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi

90 %

Persentase
berkas
perkara yang
dimohonkan
banding,
kasasi dan PK
yang diajukan
tepat waktu

100 %

Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang

90 %

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Indikator

1: Sstax"::zzlils 1;:;1:::? Target Program Kegiatan KKirEerja Target | Anggaran | Ket
egiatan
dapat diakses
secara online
maksimal
satu hari
kerja sejak
diputus
3. | Terwujudnya | Persentase 100 % | Peningkatan | Peningkat | Perkara 16 9.000.000
pelayanan perkara Manajemen an dilingkungan perkara
akses prodeo yang Peradilan Manajeme | Peradilan Agama
peradilan diselesaikan Agama n yang
bagi Peradilan | diselesaikan
masyarakat Agama melalui
miskin dan Pembebasan
terpinggirkan Biaya Perkara
Persentase 100 % | Peningkatan | Peningkat | Perkara 180 245.000.0
perkara yang Manajemen an dilingkungan perkara 00
diselesaikan Peradilan Manajeme | peradilan Agama
di luar Agama n yang
gedung Peradilan | diselesaikan
pengadilan Agama melalui sidang
diluar
gedung/sidang
terpadu
Persentase 100 % - - - - -
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Indikator

N Sasarar.l Indikator Target Program Kegiatan Kinerja Target | Anggaran | Ket
o Strategis Sasaran Keoi
egiatan

hukum

Persentase 100 % | Peningkatan | Peningkat | Layanan 480 Jam | 48.000.00

pencari Manajemen an Bantuan Hukum | layanan 0

keadilan Peradilan Manajeme | dilingkungan

golongan Agama n Peradilan Agama

tertentu yang Peradilan

mendapat Agama

layanan

bantuan

hukum

(Posbakum)

4. | Meningkatny | Persentase 50 % = = = = =
a Kepatuhan | putusan
Terhadap perkara
Putusan perdata yang
Pengadilan ditindaklanjut

i (di eksekusi)

5. | Terwujudnya | Persentase 100 % | Program Pembinaa Layanan 4 Unit [5.365.798.0
pelayanan pengaduan Dukungan n Perkantoran 00
prima bagi yang dapat Manajemen Administr
masyarakat ditindaklanjut dan asi dan
pencari i Pelaksanaan | Pengelolaa
keadilan Persentase 100 % | Tugas Teknis | n

laporan hasil Lainnya Keuangan
pengawasan Badan
reguler dan Urusan
insidentil Administr
yang asi
diselesaikan
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D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresetasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam  rentang waktu satu tahun  tertentu  dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Agama Limboto menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto, sebagai berikut :

Tabel 2.4 :
Penetapan Kinerja Tahun 2018
No Progrii‘f?litl;iatan Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Persentase sisa perkara yang
) . 100 %
proses diselesaikan
peradilan yang Persentase perkara yang diselesaikan
) 97 %
pasti, tepat waktu
transparan, Persentase penurunan sisa perkara S50 %
dan akuntabel Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi | 98 %
dan peninjauan kembali
Index responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas terhadap layanan | 82 %
Pengadilan Agama
2. Peningkatan Persentase isi putusan yang diterima 100 %
efektifitas oleh para pihak tepat waktu
pengelolaan Persentase perkara yang diselesaikan 90 %
penyelesaian melalui mediasi ?
perkara Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK | 100 %
yang diajukan tepat waktu
Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara| 90 %
online dalam waktu satu hari kerja
sejak diputus
o Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang
% ) . 100 %
akses peradilan diselesaikan
bagi masyarakat Persentase perkara yang diselesaikan
o . . 100 %
miskin dan di luar gedung pengadilan
terpinggirkan Persentase  perkara  permohonan 100 %
(voluntair) identitas hukum °
Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 100 %
bantuan hukum (Posbakum)

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata
kepatuhan yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
terhadap putusan

pengadilan

Untuk dapat merealisasikan target kinerja tahun 2018 tersebut, Pengadilan
Agama Limboto memperoleh alokasi anggaran :

1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara Rp. 9.000.000,-

2. Biaya Penyelesaian Perkara diluar gedung Rp. 245.000.000,-
Pengadilan

3. Layanan Pos Bantuan Hukum Rp. 48.000.000,-

4. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Rp. 52.000.000,-
Mahkamah Agung RI
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIJAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Secara umum
terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran,
namun demikian juga terdapat indikator kinerja yang belum berhasil
diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini.

1.) Capaian Kinerja tahun 2018

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2018 adalah
sebesar 91,25 % kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran SR .
No Program/ Indikator Kinerja Ta:' 2| Bl | e
A (%) (%) (%)
Kegiatan
1. Terwujudnya Persentase sisa
proses perkara yang 100 100 100
peradilan diselesaikan
yang pasti, Persentase
transparan, perkara yang
dan diselesaikan tepat 2 SEHIE DL
akuntabel waktu
Persentase
penurunan sisa 50 - 28,09 -56,18
perkara
Persentase
perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum 98 99,89 101,93
kasasi dan
peninjauan
kembali
Index responden
Pengadilan
Tingkat Pertama 82 86,86 105,93
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Agama
2. Peningkatan Persentase isi
efektifitas putusan yang
pengelolaan diterima oleh para 100 100 100
penyelesaian pihak tepat waktu
perkara

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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No

Sasaran
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

90

1,82

2,02

Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
banding,
dan PK
diajukan
waktu

kasasi

yang
tepat

100

100

100

Persentase
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu satu hari
kerja sejak
diputus

90

Meningkatnya
akses peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan

100

100

100

Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

100

100

100

Persentase
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas hukum

100

97,88

97,88

Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan  hukum
(Posbakum)

100

100

100

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti (di
eksekusi)

50

Terwujudnya
pelaksanaan
pengawasan
kinerja aparat
peradilan

Persentase
pengaduan
dapat

ditindaklanjuti

yang

100

Persentase laporan

100

100

100

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Rata - rata Capaian

Uraian kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2018 mengacu pada
indikator kinerja utama dan penetapan kinerja Pengadilan Agama Limboto
sebagaimana tertuang pada tabel sebelumnya, untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Limboto telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adapun

hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai
berikut :

Sasaran 1. : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan
Akuntabel

Tabel 3.2 :

Caiaian Sasaran Kinerl'a 1

1. Pf:rsente}se sisa perkara yang 100 100 100
diselesaikan

2. | Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu i R SR

3. | Persentase penurunan sisa 50 - 28.09 5618
perkara ’ ’

4. | Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 98 99,89 101,93
kasasi dan peninjauan kembali

Laporan Kinetrja Pengadilan Agama Limboto
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No . Noo Target Realisasi | Capaian
Indikator Kinerja (%) (%) (%)
S. | Index responden Pengadilan
Tingkat Pertama yang puas 89 86,86 105,93

terhadap layanan Pengadilan
Agama

1) Presentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto menerima sisa perkara tahun
2017 sebanyak 89 perkara, sisa perkara tersebut di tahun 2018 telah
diselesaikan sebanyak 89 perkara sehingga sisa perkara ditahun 2016 telah
diselesaikan semua ditahun 2017.

Tabel 3.3 :
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017
q Jumlah Sisa Diselesaikan Tahun 2018

No. Jenis Perkara Tahun 2017 raiET =
1. | Perkara Gugatan 85 85 100
2. | Perkara Permohonan 4 4 100

3. | Gugatan Sederhana 0 0 0
Jumlah 89 89 89

Rumus perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah :

Jum Sisa Perkara yang Diselesaikan

x 100 %

Realisasi = , . -
Jum Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan

Realisasi = % x 100 % = 100%

Realisasi indikator kinerja utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu 100
%. Sehingga capaian indikator kinerja adalah 100 % dari target yang
ditetapkan.

2) Presentase Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu

Pada tahun 2018 perkara yang diproses di Pengadilan Agama Limboto
sebanyak 1046 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak
89 perkara dan perkara diterima tahun 2018 sebanyak 957 perkara. Dari
jumlah tersebut Pengadilan Agama Limboto telah menyelesaikan perkara
sebanyak 932 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 114
perkara.

Tabel 3.4 :
Penyelesaian Perkara 2018
Jumlah Jumlah Sisa
. Perkara

No. Jenis Perkara Sisa Perkara | Perkara | Perkara Tahun

Perkara | Masuk Putus dicabut 2018
2017 2018 2018 2018
1 Perkara Gugatan 85 689 617 S1 106
2 Perkara Permohonan 4 268 237 27 8

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
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Jumlah Jumlah Sisa
3 Perkara
No. Jenis Perkara Sisa Perkara | Perkara | Perkara Tahun
Perkara | Masuk Putus dicabut 2018
2017 2018 2018 2018
3 Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0
89 957 854 78 114
JUMLAH
1045 932
Rumus perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah :
Realisasi = Juml Perkara yang Diselesaikan Tahu Berjalan x 100 %
Juml Perkarayang Ada
. . 932
Realisasi= ——x 100 % = 89,19 %

1045

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu
89,19 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja adalah 91,95 % dari
target yang ditetapkan.

3) Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pada tahun 2018 sisa perkara pada Pengadilan Agama Limboto adalah
sebanyak 114 perkara meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang
hanya sebesar 89 perkara.

Adapun yang menjadi faktor penyebabnya dikarenakan :
1. Perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2018
2. Perkara Gaib
3. Perkara yang salah satu pihaknya berada di luar daerah
4. Perkara PNS yang belum memperoleh izin atasan

Tabel 3.5 :
Sisa Perkara 2017 dan 2018

Jumlah Sisa e
No. Jenis Perkara Tahun 2017 Perkara
Tahun 2018
1. | Perkara Gugatan 85 106
2. Perkara Permohonan 4 8
3. | Gugatan Sederhana 0 0
Jumlah 89 114
. . Sisa Perkaran Tahun sebelumnya— sisa perkara tahun berjalan
Realisasi = Sisa Perkara Tahun sebelumnya x 100 %
Realisasi = 222 x 100 % = - 28,09 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu
-28,09 % dengan demikian capaian Indikator Kinerja adalah -56,18 % dari
target yang ditetapkan.

21

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018



4) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, Dan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Agama Limboto tahun 2018
sebanyak 932 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 931 Perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi, Peninjauan Kembali).

Secara hukum semakin sedikit perkara yang mengajukan upaya hukum,
maka semakin puas masyarakat akan putusan pengadilan.

Juml Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
yang gaj pay < 100 %

Realisasi =
Jumlah Putusan Perkara

Realisasi = % x 100 % = 99,89%

Dengan demikian realisasi presentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) 99,89 %, sehingga capaian
kinerja 101,93 % dihitung dari target yang direncanakan.

5) Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

Dalam memberikan pelayanannya di tahun 2018, Pengadilan Agama Limboto
dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga
tercapai suatu kepuasan. Penyusunan survey kepuasan pencari keadilan
merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari
keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja
pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk
membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Tabel 3.6 :
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Unsur Mutu
No. Unsur Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 3,43 Baik
2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan 3.39 Baik
3 | Kecepatan Waktu dalam Memberikan )
Pelayanan 3,25 Baik
4 | Kewajaran biaya/tarif dalam 3.04 Kurang Baik
pelayanan
S | Kesesuaian Produk Pelayanan 3,82 Sangat Baik
6 | Kompetensi dan Kemampuan Petugas 3,46 Baik
7 | Perilaku Petugas Pelayanan 3,60 Sangat Baik
8 | Kualitas Sarana dan Prasarana 3.49 Baik
9 | Penanganan Pengaduan Pengguna )
Layanan 3,86 Sangat Baik
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Rata-rata tertimbang 3,47

Baik
Nilai Interval Konversi (NIK) 86,86

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survey kepuasaan
masyarakat maka Pengadilan Agama Limboto tahun 2018 menunjukkan
kategori BAIK, yaitu dengan realisasi nilai rata-rata 86,86 sehingga capaian
indikator kinerja adalah 105,93 % dari target yang ditetapkan.

Sasaran 2. : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.7 :
Capaian Sasaran Kinerja 2
Target | Realisasi | Capaian

No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
1 Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat 100 100 100
waktu
2 Persentase perkara yang 90 1,82 2,02

diselesaikan melalui mediasi

3 Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan 100 100 100
PK yang diajukan tepat waktu

4 Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara 90 n/a n/a
online dalam waktu satu hari kerja
sejak diputus

1) Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Limboto telah menyelesaikan sejumlah
932 perkara. Isi putusan tersebut seluruhnya telah diterima oleh para pihak
telah selesai pembacaan putusan. Adapun bagi para pihak yang tidak hadir
pada saat pembacaan putusan, maka telah pula diserahkan pemberitahuan
isi putusannya melalui jurusita/jurusita pengganti.

Jumla Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu

x 100 %

Realisasi =
Jumla Putusan

Realisasi = % x 100 % = 100 %

Dengan demikian realisasi persentase indikator kinerja ini 100 % sehingga
capaian kinerja 100 % dihitung dari target yang direncanakan.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018



2) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi yang dilakukan adalah perbandingan antara perkara yang
diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Pengadilan Agama Limboto
tahun 2018 hanya sebanyak 110 perkara hal ini disebabkan karena salah
satu /atau kedua belah pihak tidak hadir untuk menempuh jalur mediasi,
sehingga mediasi tidak terlaksana. Dari hasil perkara yang dilakukan mediasi
terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Jumla Perkarayang Diselesaikan Melalui Mediasi

x 100 %

Realisasi = - —
Jumla Perkara yang dilakukan Mediasi

Realisasi = % x 100 % = 1,82 %

Realisasi Indikator Kinerja ini 1,82 % dari target yang direncanakan sejumlah
90 %. Dengan demikian capaian Indikator Kinerja ini adalah 2,02 %.

3) Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, Dan Pk
Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Dalam kurun waktu tahun 2018, dari seluruh perkara yang diputus pada
Pengadilan Agama Limboto hanya terdapat 1 Perkara yang dimohonkan
banding. Perkara tersebut diproses sebagaimana ketentuan Yang berlaku dan
dikirim tepat waktu yaitu maksimal satu bulan sejak perkara tersebut
dimohonkan banding dan kasasi. Sedangkan untuk perkara peninjauan
kembali tidak terdapat pada pengadilan agama limboto.

Jumlah berkas perkara yang dimo Banding,Kasasi dan PK

x 100 %

Realisasi = -
Jumla berkas Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum

Realisasi = %x 100 % = 100 %

Dari realisasi 100 % maka capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan
Agama Limboto adalah 100 % dari target yang direncanakan.

4) Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi
Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari
Sejak Diputus

Dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Limboto pada
tahun 2018, tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang didaftarkan.
Dengan demikian realisasi dari indikator kinerja ini tidak dapat diukur dari
target yang direncanakan, sehingga capaian yang dihasilkan juga tidak dapat
diukur.
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Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan

Terpinggirkan.
Tabel 3.8 :
Capaian Sasaran Kinerja 3
. . Target | Realisasi | Capaian
No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
1 Psersenta.lse perkara prodeo yang 100 100 100
diselesaikan
Persentase perkara yang
2 diselesaikan di luar gedung 100 100 100
pengadilan
Persentase perkara permohonan
. (voluntair) identitas hukum 100 Dk R
Persentase pencari keadilan
4 golongan tertentu yang mendapat 100 100 100
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

1) Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Permohonan pengajuan perkara prodeo yang dikabulkan pada tahun ini,
sebanyak 19 Perkara. Dan dari 19 permohonan prodeo yang dikabulkan
tersebut, sebanyak 14 perkara biayanya di bebankan pada DIPA Pengadilan
Agama Limboto tahun 2018 dan 5 perkara lainnya diselesaikan dengan biaya
prodeo murni.

. . Juml perkara Prodeo yang diselesaikan
Realisasi = x 100 9
¢ sas Jumla Perkara Prodeo 00 %
. . 19 o o
Realisasi = o X 100 % = 100 %

Sehingga realisasi persentasi pada Indikator Kinerja ini adalah sejumlah
100%. sama dengan target yang direncanakan sejumlah 100 %. ini artinya
capaian kinerja pada Indikator kinerja ini tercapai sejumlah 100 %.

2) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto telah menyidangkan sejumlah
180 perkara dalam sidang diluar gedung Pengadilan. Dari jumlah perkara
tersebut 192 perkara di putus dalam pelaksanaan sidang keliling, sedangkan
sisanya diputus di ruang sidang Pengadilan Agama Limboto. Faktor yang
menyebabkan adalah anggaran biaya perkara diluar gedung Pengadilan telah
habis sedangkan perkara sisanya masih dalam tahapan persidangan.

Jumla perkarayang diselesaikan diluar gedung pengadilan

x 100 %

Realisasi =

Jum Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan

180 £ 100 % = 100 %
180

Realisasi =

Maka persentase realisasi untuk indikator kinerja ini 100% dan capaiannya
juga 100 % target yang direncanakan.
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3) Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah
perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang
diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
yang diajukan.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto menangani perkara permohonan
(voluntair) identitas hukum sejumlah 142 perkara. Dari jumlah tersebut
dapat diselesaikan pada tahun 2018 sejumlah 139 perkara.

Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan

x 100 %

Realisasi =
calisas Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan

Realisasi = % x 100 % = 97,88 %

Dengan demikian realisasi dari indikator kinerja ini 97,88 % dari target yang
direncanakan 100 %, sehingga capaian yang dihasilkan adalah 97,88%.

4) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto mendapat dana Posbakum dengan
jumlah pagu yang diberikan sebesar Rp. 48.000.000,- dan dapat
direalisasikan secara keseluruhan yaitu sebesar 100 % dengan total 480 jam
layanan selama tahun 2018. Dalam pelayanannya telah melayani para
pencari keadilan golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan
terpinggirkan yang pada dasarnya tidak sanggup untuk membayar pengacara
ataupun lembaga bantuan hukum dalam membuat gugatan ataupun
permohonan, yang datang tersebut berjumlah 593 orang dan terlayani secara
keseluruhan dengan baik.

Juml pencari keadilan golongan tertentu
ang mendapat layanan bantuan huk
Yarg pe 2y x 100 %

Jumla pencari keadilan golongan tertentu

Realisasi =

Realisasi = % x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja ini 100 % dari target yang direncanakan sejumlah
100 %. dengan demikian capaian Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Tabel 3.9 :
Capaian Sasaran Kinerja 4

No Indikator Kinerja Ta(.;og)et Re?:/:jam Ca(;:;o;an
1. Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti 50 n/a n/a
(dieksekusi)
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1) Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Selama kurun waktu tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto tidak menerima
permohonan eksekusi. Sehingga pengukuran indikator tindak lanjut atas
permohonan eksekusi tidak dapat dilakukan. Realisasi dari indikator kinerja
ini tidak dapat diukur dari target yang direncanakan, sehingga capaian yang
dihasilkan juga tidak dapat diukur.

Sasaran 5 :Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat
Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal.
Tabel 3.10 :
Capaian Sasaran Kinerja 5

- A Target | Realisasi | Capaian
No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
Persentase pengaduan yang dapat
- | gitindaklanjuti — n/a n/a
Persentase laporan hasil
2. pengawasan reguler dan insidentil 100 100 100
yang diselesaikan tepat waktu

1) Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti

Sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto tidak pernah memperoleh
pengaduan dari pihak luar. Oleh karena, itu realisasi indikator kinerja ini
tidak dapat dihitung sehingga capaian kinerja pun tidak dapat ukur.

2) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Regular Dan Insidentil Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto telah melakukan 3 kali
pengawasan regular namun tidak ada pengawasan insidentil. Dari hasil
pengawasan tersebut seluruh laporan telah diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.11 :
Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2018
Tanggal Tanggal
No.| Jenis Pengawasan Tanggal Penyelesaian | Penyerahan Status
Pengawasan Laporan Laporan
2 sd 6 April . . Tepat
1. | Reguler 1 2018 2018 6 April 2018| 6 April 2018 Waktu
16 sd 20 Juli . . Tepat
2. | Reguler 2 2018 2018 20 Juli 2018 | 20 Juli 2018 Waktu
8 sd 12 12 Oktober | 12 Oktober Tepat
3. | Reguler 32018 | o1 ioher 2018 | 2018 2018 Waktu

Dengan demikan, untuk mengukur realisasi indikator kinerja ini adalah
dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah laporan yang
diselesaikan tepat waktu dengan jumlah laporan.
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Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu

x 100 % = 100 %

Realisasi =
Jumla Laporan

Realisasi = %X 100 % = 100 %

Sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini adalah 100 % dan capaian
kinerja 100 % dari target yang ditetapkan.

Sasaran 6 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan
Aset.

Tabel 3.12 :
Capaian Sasaran Kinerja 6

1) Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP Dan
Penilaian Prestasi Kerja)

Pada tahun 2018 jumlah pegawai Pengadilan Agama Limboto adalah
sejumlah 35 orang yang mana 8 orang mendapatkan prestasi kerja sangat
baik dan 27 orang mendapatkan prestasi kerja baik.

Untuk melakukan pengukuran realisasi pada indikator kinerja ini adalah
melalui perhitungan perbandingan jumlah pegawai yang mendapat nilai
prestasi baik dan sangat baik dengan jumlah pegawai.

Jumlah Pegawai yang mendapat nilai prestasi baik & Sangat baik
Jumla Pegawai

x 100 %

Realisasi =

Realisasi = 2—2 x 100 % = 100 %

Dengan demikian dari target yang direncanakan 100 % dan realisasi juga
terlaksana dengan nilai 100 %, maka capaian kinerja dari indikator ini
terlaksana 100 %.

2) Persentase Pencapaian Output Belanja DIPA Pengadilan Agama
Limboto

Untuk mengukur output DIPA pada Pengadilan Agama Limboto pada tahun
2018 adalah dengan cara melakukan perbandingan persentase hasil capaian
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output DIPA yang berhasil dicapai terhadap target output DIPA. Hasil realisasi
capaian output dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 :
Capaian output DIPA
o Persentase
No. DIPA Output Target Capaian Realisasi
1. | Badan 1066.001 12 Bulan | 12 Bulan | 100 %
Urusan Layanan Layanan Layanan
Administra | Dukungan
si (01) Manajemen
Pengadilan
1066.994 12 Bulan | 12 Bulan 100 %
Layanan Layanan Layanan
Perkantoran
1071.951 Layanan 4 Layanan |4 Layanan| 100 %
Internal
2. | Direktorat | 1053.003 16 Perkara |14 Perkara| 87,5 %
Jenderal Perkara *)Dari 19
Badan Dilingkungan pPerkara
Peradilan Peradilan Prodeo,
hanya 14
Agama (04) | Agama Yang perkara
Diselesaikan Melalui terpenuhi
Pembebasan Biaya jflnngrlan
Perkara DH?X_
1053.004 180 180 100 %
Perkara Perkara Perkara
Dilingkungan
Peradilan Agama
Yang Diselesaikan
Melalui Sidang
Diluar
Gedung/Sidang
Terpadu
1053.006 480 Jam | 480 Jam | 100 %
Layanan Pos Layanan Layanan
Bantuan Hukum
JUMLAH 704 702 99,71

Berdasarkan tabel diatas jumlah output yang berhasil dicapai adalah
sejumlah 702 dari 704 output yang ditargetkan.

Realisasi =

Realisasi =

Jumlah Output DIPA yang dicapai

Juml

702
704

Target Output DIPA

— x 100 % = 99,71 %

x 100 %

Hal ini dikarenakan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) tidak

cukup. Dari 16 output perkara yang direncanakan dengan anggaran yang ada 29
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hanya dapat memenuhi 14 output perkara sedangkan 5 perkara dilaksanakan
dengan pembebasan perkara (prodeo) murni. Dengan demikian realisasi
indikator kinerja ini adalah 99,71 % dan capaian kinerja adalah 99,71 % dari
target yang ditetapkan.

3) Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana
Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam peningkatan
pelayanan, Pengadilan Agama Limboto ditahun 2018 mendapatkan anggaran
belanja modal sebesar Rp 52.000.000,- (Lima puluh dua juta Rupiah) dari
anggaran yang diusulkan sebesar Rp 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta
Rupiah).

umlah Anggaran Belanja Modal DIPA
/ 99 / x 100 %

Realisasi = .
Jum Usulan Anggaran Belanja Modal

52.000.000
64.000.000

Realisasi = x 100 % = 81,25 %

Sehingga realisasi indikator ini adalah 81,25 % dari 50 % target yang
direncanakan yang diukur dengan melakukan perbandingan persentase dari
anggaran belanja modal yang diterima dengan belanja modal yang diusulkan.
Dari hasil tersebut maka capaiannya adalah 162,5 %.

2.) Capaian Kinerja per Triwulan

Capaian Kinerja Tahun 2018 diatas dapat dirinci per triwulan sebagai
berikut:

Tabel 3.14 :
Capaian Kinerja Triwulan
Sasaran TRIWULAN (%)
No Program/ Indikator Kinerja
Kegiatan I II III IV
1. Terwujud Persentase sisa
nya perkara yang 100 100 100 100
proses diselesaikan
peradilan Persentase
yang P EIE PR 62,93 | 65,13 | 90,88 | 91,95
pasti, diselesaikan tepat
transpara waktu
n, dan Persentase
akuntabel penurunan sisa - 80 26 - 84 -56,18
perkara
Persentase
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum | 102,04 | 102,04 | 102,04 | 101,93
kasasi dan
peninjauan
kembali
gﬁleg’; dﬂ;enSponden n/fa | nfa | nj/a |105,93
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No

Sasaran
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja

TRIWULAN (%)

II

III

v

Tingkat Pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Agama

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

100

100

100

100

Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

2,02

Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
banding,
dan PK
diajukan
waktu

kasasi

yang
tepat

100

100

100

100

Persentase
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu satu
hari kerja sejak
diputus

Meningkatny
a akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan

100

100

100

100

Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

100

100

100

100

Persentase
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas hokum

93,33

100

98,11

97,88

Persentase

pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

100

100

100

100
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Meningkatny Persentase

a kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang
putusan ditindaklanjuti (di
pengadilan eksekusi

3.) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka
Menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah
(tahun 2015-2019) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan
Agama Limboto dapat direalisasikan Rencana Strategis di akhir tahun
2019. Perdandingan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan
melakukan reviu target yang akan ditetapkan ditahun akan datang.
Adapun capaian kinerja tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto dengan
target jangka menengah adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.15 :
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Target | Realisasi | Capaian
No Program/ Indikator Kinerja o ° o
Kegiatan (%) (%) (%)
g
1. Terwujudnya Persentase sisa
proses perkara yang 100 100 100
peradilan diselesaikan
yang pasti, Persentase
transparan, perkara yang
dan diselesaikan tepat = 89,19 93,88
akuntabel waktu
Persentase
penurunan sisa 100 - 28,09 - 28,09
perkara
Persentase
perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum 80 99,89 124,86
kasasi dan
peninjauan
kembali
Index responden
Pengadilan
Tingkat Pertama 95 86,86 91,43
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Agama
2. Peningkatan Persentase isi
efektifitas p.utu.san yang 90 100 111,11
pengelolaan diterima oleh para
penyelesaian pihak tepat waktu
perkara Persentase perkara
yang diselesaikan 100 1,82 1,82
melalui mediasi
Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
banding, kasasi 89 100 112,35
dan PK yang
diajukan tepat
waktu
Persentase
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah) 90 /. e
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu satu hari
kerja sejak
diputus
33

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto

Tahun 2018



Laporan Kinetrja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018

3. Meningkatnya Persentase
akses peradilan perkara prodeo 100 100 100
bagi yang diselesaikan
masyarakat Persentase
miskin dan perkara yang
terpinggirkan diselesaikan di 100 100 100
luar gedung
pengadilan
Persentase
perkara
permohonan 100 97,88 97,88
(voluntair)
identitas hukum
Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang | g9 100 100
mendapat layanan
bantuan  hukum
(Posbakum)
4. Meningkatnya Persentase
kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang 50 n/a n/a
putusan ditindaklanjuti (di
pengadilan eksekusi




Rata - rata Capaian

4.) Perbandingan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tiga tahun terakhir, capaian
kinerja Pengadilan Agama Limboto untuk tahun 2018 mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2016 mencapai 80,28
% sedangkan capaian Tahun 2017 sebesar 84,64 %.

Berikut tabel perbandingan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama
Limboto dalam kurun 2016 s.d 2018:

Grafik 3.1 :
Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

|

2016 2017 2018

i Capaian Kinerja

Rata-Rata 80,28 84,64 91,25

B. REALISASI ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meliputi :
a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi
»  Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
e Belanja Barang Non Operasional
a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
b. Konsultasi/Koordinasi/ Sosialisasi/ Pelaporan dan
Rekonsiliasi/ Pengantar SPM dan Pengambil SP2D

c. Rapat Koordinasi
35
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> Layanan Perkantoran

e Pembayaran Gaji dan Tunjangan

e Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
. Langganan Daya dan Jasa
Pemeliharaan Kantor
. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
Operasional Satker Baru PA. Kwandang

o0 oD

Total pagu anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sebesar Rp 5,417,798,000,- (lima milyar empat ratus
tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah) dengan
jumlah realisasi sebesar Rp 5,411,474,700,- (lima milyar empat ratus sebelas
juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) dengan
persentase 99,88 % sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.16 :
Realisasi Program Pengelolaan Dukungan Manajamen & pelaksanaan
Dukungan Teknis

Pa et Sisa
Anggaran gu Realisasi Sumber
No Program Revisi Dana
(Rp) (Rp) DIPA
(Rp) (Rp)
1. Program
Pengelolaan
Dukungan 4,924,263,000 | 5,417,798,000 | 5,411,474,700 | 6.323.300 BUA
Manajamen &
pelaksanaan
Dukungan Teknis
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
meliputi :
a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
» Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Khusus
SIPP
Tabel 3.17 :
Realisasi Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Anggaran Pag.u. Realisasi Sisa Sumber
No Program (Rp) Revisi (Rp) Dana DIPA
(Rp) (Rp)

1. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana 52.000.000 52.000.000 52.000.000 0 BUA

Aparatur

Mahkamah

Agung

Total pagu anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur mahkamah agung memiliki pagu anggaran sebesar Rp 52.000.000.-
(lima puluh dua juta rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar 100 %.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program peningkatan manajemen peradilan agama meliputi :

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

» Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui
Pembebasan Biaya Perkara
» Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui
Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Terpadu
» Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui
Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Terpadu

Total pagu anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan
agama sebesar Rp 302.000.000.- (Tiga ratus dua juta rupiah) dengan jumlah
realisasi sebesar Rp 301.946.000.- (Tiga ratus satu juta sembilan ratus empat
puluh enam ribu rupiah). Atau dapat dipresentasikan sebesar 99,98 %.
sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18 :
Realisasi Peningkatan manajemen peradilan Agama
REALISASI SISA
No Sumber
URAIAN ANGGARAN Rp. % Rp. % Dana
A. 302.000.000| 301.946.000| 99,98 54.000 | 0,02 | Ditien
Badilag
Perkara di lingkungan
1. | Peradilan Agamayang | ¢ 504 9o 8.946.000 99,40 54.000 06 | Diten
diselesaikan melalui Badilag
pembebasan Biaya
Perkara di lingkungan
9. | Peradilan Agama 245.000.000| 245.000.000| 100 0 0 Ditjen
yang diselesaikan Badilag
melalui Sidang Diluar
3. | Layanan Pos Bantuan | 44 046 000 |  48.000.000 100 0 0 Ditjen
Hukum Badilag

Berikut grafik perbandingan antara anggaran dan realisasi per program tahun
2017:

Grafik 3.2 :
Perbandingan anggaran dan realisasi program tahun 2018

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto

Tahun 2018
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum
mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun
berikutnya. Dari 19 Indikator Kinerja, terdapat 11 indikator yang berhasil
dicapai dan S indikator tidak tercapai. Sedangkan 3 lainnya tidak dapat
diukur dengan rata-rata capaian 91,25 %.

Indikator Kinerja yang berhasil dicapai yaitu : Persentase sisa perkara yang
diselesaikan, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi dan peninjauan kembali, Index responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama, Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu, Persentase
perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan, Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), Persentase laporan hasil
pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu, Presentase
peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja),
dan Persentase terpenuhinya kebutuhanstandar sarana dan prasana yang
mendukung peningkatan pelayanan prima.

Indikator Kinerja yang tidak tercapai yaitu Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase perkara permohonan
(voluntair) identitas hukum, Persentase pencapaian output belanja DIPA PA
Limboto.

Sedangkan Indikator Kinerja yang tidak dapat diukur yaitu Persentase
putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu satu hari kerja sejak diputus, Persentase
putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi), dan Persentase
pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya Peningkatan penyelesaian perkara melalui peningkatan
kinerja semua stakeholder.

2. Perlu adanya monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan.

3. Perlu adanya penyesuai target capaian dalam penyusunan rencana
strategis.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan
Agama Limboto sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018
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Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Limboto
yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja dari semua
unsur terkait mulai dari Pimpinan, para hakim, Pejabat Fungsional dan
Struktural serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk
mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih banyak program kerja yang belum dapat diselesaikan
sesuai target yang diprogramkan, akan tetapi pelaksanaan tugas pokok
menunjukkkan hasil yang cukup memuaskan sebagaimana uraian laporan

Limboto, 27 Februari 2019

Ketua Pengadilan Agama
Limboto
e

Drs. H. RUDIN, SH
NIP. 196412311998031019

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto
Tahun 2018
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Limboto
untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Pengadilan Agama Limboto.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami. tidak terdapat kondisi atay hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

Limboto, 27 Februari 2019
Ketua Pengadilan Agama Limboto

/—“\\:}/

Drs. H. kASRUDlR‘, SH
NIP. 196412311998031019



No
I

II

1

Format

Mekanisme
penyusunan

Substansi

FORMULIRCHECKLIST REVIU
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

'Ul

.UI

Pernyataan
. Laporan Kinerja (LKj) telah

menampilkan data penting IP

. LKj telah menyajikan informasi

target kinerja

LKj telah menyajikan capaian
kinerja IP yang memadai

Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi pada
badan laporan

Telah menyajikan upaya perbaikan
ke depan

Telah menyajikan akuntabilitas
keuangan

LKj IP disusun oleh unit kerja yang
memiliki tugas fungsi untuk itu
Informasi yang disampaikan dalam
LKj telah didukung dengan data
yvang memadai

. Telah terdapat mekanisme

penyampaian data dan informasi
dari unit kerja ke unit penyusun LKj
Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di
setiap unit kerja

Data/informasi kinerja yang
disampaikan dalam LKj telah
diyakini keandalannya

Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait
LKjIP bulanan merupakan gabungan
partisipasi dari di bawahnya.

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah

sesuai dengan tujuan/sasaran
dalam perjanjian kinerja
Tujuan/sasaran dalam LKj telah
selaras dengan rencana strategis

. Jika butir 1 dan 2 jawabannya

tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah

sesuai dengan tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja

Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuai dengan tujuan/sasaran

Check list
\



6.

7-

8.

9.

Pernyataan

dalam Indikator Kinerja Utama
Jika butir 4 dan 5 jawabannya
tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai

Telah terdapat perbandingan data
kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan sebagainya yang
bermanfaat

IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran

Jika “tidak” telah terdapat
penjelasan yang memadai

10.IKU dan IK telah SMART

Check list




Matriks Kerangka Regulasi

No. Sasaran Strategis Arah Kebijakan 2015 - 2019 Kebutuhan Regulasi Penanggung Jawab
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | - Penyelesaian seluruh perkara atau SOP Penyelesaian Perkara Panitera
yang Pasti, Transparan, dan sisa perkara sebanyak nol perkara SOP Penetapan Penunjukkan
Akuntabel pada akhir tahun. Majelis Hakim
- Penyelesaian perkara harus kurang SOP Penugasan Panitera
dari lima bulan Pengganti .
- Meningkatkan kualitas putusan SOP Penunjukkan Jurusita
hakim. dan Jurusita Pengganti
- Mengikutsertakan hakim pada diklat SOP Penetapan Harl Sidang
engikutser p ) :
. . SOP Kegiatan Persiapan
yang tgknls yang dilaksanakan oleh Persidangan
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo SK Tim Survei Kepuasan
dan Mahkamah Agung. Masyarakat
2. | Peningkatan efektifitas - Melakukan penyederhanaan ~ SOP SOP Penyelesaian Perkara Panitera
pengelolaan penyelesaian mengenai pengelolaan penyelesaian SOP Penetapan Penunjukkan
perkara perkara. Majelis Hakim
- Optimalisasi penggunaan SIPP SOP Penugasan Panitera
Pengganti
SOP Penunjukkan Jurusita
dan Jurusita Pengganti
SOP Penetapan Hari Sidang
SOP Kegiatan Persiapan
Persidangan
3. | Meningkatnya akses peradilan |-  Melakukan sosialisasi kepada SOP Sidang di Luar Gedung Ketua
bagi masyarakat miskin dan masyarakat mengenai adanya Pengadilan
terpinggirkan pembebasan biaya perkara bagi SOP Pelayanan Prodeo pada
masyarakat miskin Tingkat Pertama, Banding
- Mengusulkan penambahan biaya prodeo dan Kasasi
melalui penyusunan anggaran. SOP Layanan Pos Bantuan
- Mengadakan kerja sama dengan Hukum
pemerintah setempat untuk informasi SK Penentuan Lokasi Sidang
kepada masyarakat tentang proses Keliling
berperkara di pengadilan. SK Tim Sidang Keliling
- Menyediakan Layanan Pos Bantuan
Hukum.
4. | Meningkatnya kepatuhan - Memberikan pemahaman kepada SOP Pelayanan Permohonan Panitera

terhadap putusan pengadilan




PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

NOMOR W26-A2/ 23! /OT.01.2/11/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah, maka Pengadilan Agama Limboto
akan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-
perundangan; dan

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang
perlu membentuk tim yang dapat menyusun dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor S Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra
K/L) 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indiktor Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah; dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

[#]]

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Limboto
dengan susunan sebagai berikut:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembina :  Ketua Pengadilan Agama Limboto
Ketua : Panitera Pengadilan Agama
:  Limboto
Sekretaris :  Sekretaris Pengadilan Agama
Limboto
Anggota

Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Permohonan
Kepala Subbagian Umum dan
Keuangan

Kepala Subbagian Kepegawaian
dan Organisasi Tata laksana

6. Kepala Sub bagian
Perencanaan, IT dan Pelaporan

[. Tim Penyusun

b e

Suhaeni Panigoro, S.Ag
Abdullah Yunus Pou
Adriyanto Syahrain
Agnes Zakaria, A.Md

[I. Tim Editing, dan
Pencetakan

ok R S

Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Limboto
mempunyai tugas menyusun:

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019;

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018.

T1m Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Limboto
bertugas terhitung mulai bulan Februari 2019 dan melaporkan
hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto serta
mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sesuai
dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari
Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Limboto.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Lok 0

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 12 Februari 2019

Ketua /
D:—.Nasmdin, SH
NIP 196412311998031019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; dan

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-A2/.29 /OT.01.2/1/20 19

TENTANG

TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

a.

10.

Bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
data/informasi kinerja Pengadilan Agama Limboto
sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang
berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas laporan
kinerja Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a
tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Limboto tentang Tim Reviu atas
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24
Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama
LIMBOTO;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana  Strategis
Kementerian /Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah; dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemernnitah



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

N
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TENTANG TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PENGADILAN
AGAMA LIMBOTO TAHUN 2018;

Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama
Limboto Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai
berikut:
Ketua Tim : Indah Abbas, S.HI
Anggota : 1. Rusli, S.HI

2. Firman, S.HI
Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto Tahun
2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas
melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama
Limboto Tahun 2018 sebagaimana format terlampir.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limboto
Pada tanggal : 12 Februar 2019
Ketua Pengadilan Agama limboto,

f‘ ¢

l}f Drs. H. NASRUDIN, SH
NIP 196412311998031019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinyva.



Lampiran Surat Keputusan

Nomor :W26-A2/239 /OT.01.2/11/2019

Tanggal : 12 Februari 2019

FORMULIR CHECKLIST REVIU
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

PERNYATAAN

.UI

. Laporan  Kinerja  (LKj) telah

menampilkan data penting IP

LKj telah menyajikan informasi
target kinerja

LKj telah menyajikan capaian
kinerja IP yang memadai

Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi pada
badan laporan

Telah menyajikan upaya perbaikan
ke depan

Telah menyajikan akuntabilitas
keuangan

‘I Mekanisme
penyusunan

et |

LKj IP disusun oleh unit kerja yang A

memiliki tugas fungsi untuk itu
Informasi yang disampaikan dalam
LKj telah didukung dengan data
yang memadai

Telah terdapat mekanisme
penyampaian data dan informasi
dari unit kerja ke unit penyusun LK]j
Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di
setiap unit kerja

Data/informasi kinerja yang
disampaikan dalam LKj telah
diyakini keandalannya
Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait
LKjIP bulanan merupakan gabungan
partisipasi dari di bawahnya.

‘M Substansi

~ yang memadai

Tujuan/sasaran dalam LKj telah o

sesuai dengan  tujuan/sasaran
dalam perjanjian kinerja
Tujuan/sasaran dalam LKj telah
selaras dengan rencana strategis
Jika butir 1 dan 2 jawabannya
tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai

Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuai dengan  tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja
Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesual dengan tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja Utama

Jika butir 4 dan S5 jawabannya
tidak, maka terdapat penjelasan




e

7. Telah terdapat perbandingan data
kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan sebagainya yang
bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat
penjelasan yang memadai

10.IKU dan IK telah SMART






